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MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERl PERTANIAN
NOMOR : 22/Perrnel1tan/0T.140/4/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN "A'r A K5RJA
UNIT PELAKSANA ,'EKNIS KARAN'rlNA Pt:RTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

a. bahwa dalam rangka rneninqkatkan daya guna dan hasil
guna pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan,
perlu dilakukan penggabungan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Karantina Hewan dan UPT Karantina Tumbuhan
menjadi UPT Karantina Pertanian;

b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
butlr a, dipandang perlu menyernpurnakan organisasi dan
tata kerja Balai Besar Karantlna Hewan, Balai Karantina
Hewan Kelas I, Balal Karantina Hewan Kelas II, Stasiun
Karantina Hewan Kelas I, Stasiun Karantlna Hewan I<elas II,
Balai Besar Karantina Turnbuhan, 831ai Karantina
Tumbuhan Kelas I, Balai Karantina Tumbuhan Kalas II,'
Stasiun Karantina Tumbuhan Kalas I, dan Stasiun Karantina
Tumbuhan Kelas II;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Turnbuhan (t.ernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19)2 Nomor 56, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3482); ,

2. Peraturan Pernerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantlna Hewan (Lernbaran !\legem Rapublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4062);

3. Peraturan Pemerlntah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lernbaran Neqara Rapublik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4196);

4. Keputusan Presiden Reoublik Indonesia Nemer 187/M
Tahun 2004, sebagaimana telah baberapa kaf diubah
terakhlr dengan Keputusan Presiden Republik tndonesia
Nomor 77/P Tahun 2007;



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, SusLlnan
Organlsasi, dan Tata Kerja Kernenterian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 94'Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Republll< Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eseion I
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
beberapa kali dlubah terakhlr dengan Peraturan Presiden
Republlk Indonesia Nemer 17 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/0T.140/7/2005
tentang Organisasi dan Tata Keda Departemen Pertan;an
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/0T.140/9/2005
tents"ng Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian sebagaimana diubah dengan
Peraturan MentE~ri Pertanian Nomor
12/Permentan/OT.140/;2/2007;

Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam Surat Nomor: B/682/M.PAN/3/2008 tanggal'
12 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERA1'URAN MENTEFH PERTAN'IAN ~ TENTANG
OBGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PI:LAKSANA TEKNIS
KARANTINA PI::RTANIAN.

BASI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN I{LASIFIKASI

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Tel<nls '(UPT) Karantina Pertanlan adalah UPT di ling!<ungan
Badan Karantina Pertanlan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Karantlna Pertanian.

(2) UPT Karantina Partanian masing-masing dipimpin oleh seorang ~(epala,

Pasal2

UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operFl~j(jnal
perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan kearnanan hayati hewc
nabati.
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Pasal3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, UPT Karantlna
Pertanian menyelenggarakan fungsl:

a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit
hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTI<):

c. pelaksanaan pemantauan daerah ssbar HPHK dan OPTK;
d. pelaksanaan pembuatan koleksl HPHK dan OPTK;
e. pelaksanaan pengawasan kearnanan hayatl hewanl dan nabatl;
f. pelaksanaan pemberlan pelayansn operaslonal karantlna hewan dan tumbuhan:
g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati

hewanl dan nabati;
h. pengelolaan sistem informasl, dokurnentasi, dan sarana teknik karantina hewan

dan tumbuhan;
I. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan, karantina turnbuhan dan. keamanan hayatl
hewanl dan nabatl;

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAS II

Pasal4

UPT Karantina Pertanian cliklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas terdiri atas:

1.
2.
3.
4.
5.

8alal Besar Karantina Pertanlan yang selanjutnya disingkat BBKP;
Balai Karantina Pertanian Kelas I yang selanjutnya disingkat BKP Kelas I;
Balai Karantina Pertanian Kalas II yang selanlutnya disingkat BKP Kelas II:
Stasiun Karantlna Pertanian Kelas 1yang selanjutnya disingkat SKP Kelas I;
Stasiun Karantina Pertanian Kelasl) yang selanjutnya disinqkat SKP Kelas II.

.... SUSUNAN ORGANISASI

Bag ian Pertamll
Balal 8esar .<anlntlna Pnrtanlan

PasalS

(1) BBKP terdlri darl:
a. Baglan Umum:
b. Bldang Karantlna Hewan:
c. Bidang Karantlna Turnbuhan;
d. Bidang Pengawasan dan Penlndakan:
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BBKP adalah seperf tercanturn pada Iampiran I se
bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan inL
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Pasal6

8agian Umum mempunyai tuqas rnelaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan
pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6, Bagian UmUf11
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
c. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8
Bagian Umum terdlrl dari:
a. Subbagian Program dan Evaluasl..
b. Subbaglan Kepegawalan dan Tata Usaha;
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 9

(1) Subbagfan Program dan Evaluasi rnempunyai tugas rnelakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

. ,
(2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha rnempunyai tugas rnelakukan urusan

kepegawaian dan tB~.a usaha.

(3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas metaxukan urusan
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan .

..Pasal 10

ng Karantlna Hewan mempunyai tugas rnelaksanakan pemberlan pelayanan
aslonal karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana tel<nil<,

serta pengelolaan slstem Informasi den doxumentasl,

Pasal 11

Delam melaksanakan tug~s sebagaimana dhnaksud dalam Pasal '10, Bidang Karantina
Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. pemberlan pelayanan operasional karantina hewan;
b. pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani;
c. pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan:
d. pelaksanaan pengelolaan sistem inforrnasi dan dokumentasi karantina hewan.

Pasal 12

Bidang Karantina Hewan terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan;

.b. Seksi Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan.
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Pasal 13

(1) Seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan rnernpunyai tugas melakukan
pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan
hayati hewanl,

(2) Seksi Informasi dan Sarena Teknlk Karantlna Hewan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokurnentast, serta pemberian
pelayanan sarana teknik karantina hewan .

. Pasal14

Bldang Karantlna Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan
operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayat! nabati, dan sarana
teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokurnentasi.

Pasal15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Karantina
Tumbuhan menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan;
b. pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati nabati;
c. pemberian pelayanan sarana teknik karantina turnbuhan:
d. pelaksanaan pengelolaan slstem informasi dan dokumentasi karantina turnbuhan

Pasal 16

Bldang Karantina Tumbuhan terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan;
b. Seksllnformasl dan Sarena Teknlk Karantina Turnbuhan.

Pasal'17

(1) Seksl Pelayanan Operaslonal Karantlna Tumbuhan rnernpunyai tugas
melakukan pernberlan pelayanan operaslonal karantlna turnbuhan dan
pengawasan keamanan hayatl nabatl,

(2) Seksl Informasl dan Sarana Tel<nll< Karantlna Tumbuhan mernpunyal tuqas
melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian
pelayanan sarana teknik karantina turnbuhan.

Pasal18

Bidang Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
dan penlndakan pelanggaran peraturan perundanq-undanqan di bidang xarantlna
hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayatl hewani dan nabatl.
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Pas a! 19

Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18, Bidanq ,
Pengawasan dan Penindakan meriyelenqoarakan fungsi:
a. pelal<sanaan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundanq-undanqen di bidang karantina hewan;
b. pelaksanaan urusan pengawasan dan penindakan pelanqqaran peraturan

perundanq-uncanqan di bidang karantina turnbuhan;
c. pelaksanaan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 20

Bidang Pengawasan dan Penindakan ~erdiridari:
a. Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan;
b. Seksi Pengawasan dan Penlndakan Karantina Turnbuhan.

Pasal 21

(1) Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantlna Hewan rnempunyai tugas
melakukan urusan penqawasun dan penindakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

(2) Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Turnbuhan mempunyai tugas
melakukan urusan pengawasan dan peninclakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati
nabati.

Pasal22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dar. Jabatan Fungsional Meclik Veteriner,
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali
Organlsme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Funqsional fain, yang terbagi
dalam berbagai Kelompok Jabatan Funqstonal berdasarkan bidang keahlian
rnaslnp-rnaslnqsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
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(2) I<elompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional

Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
a.· melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolaxan, pemusnahan, deH pernbebasan media pernbawa nama penyakit
hewan karantlna (HPHK);

b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
c. melakukan pernbuatan koleksl HPHK;
d. melakukan pengawasan keamanan haya!l newanl:
e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai denqan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Or~lanisme Pengganggu Tumbuhan
rnempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pernbawa orqanis«...~
pengganggu turnbuhan karantina (OPTI<);

b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;



c. rnelakukan pembuatan koleksi OPTK;
d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas rnelakukan kegiatan
fungslonal sesuai dengan jabatan fungsional masing-maslng berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 23

(1) Maslng-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang
tenaga fungslonal yang kompeten dan ditulljuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsionaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenls dan jenJang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundenq-undanqan yang berlaku.

Bagian Kedua

Balai Karantina Pertanian Kelas I

Pasel 24

(1) BKP Kelas I, terdlr! dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Karantina Hewan;
c. Seksl Karantlna Tumbuhan;
d. Seksi Pengawasan dan Penlndakan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BKP Kelas I adalah seperti tercantum pad a lampiran II
sebagai bagian yang tidak terplsahkan dengan Peraturan ini.

Pasal25

(1) Sub bag Ian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, evaluasi clan pelaporan, serta urusan tata usaha dan
rumah tangga.

(2) Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas rnelakukan pemberian pelayanan
operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana
teknik, serta pengelolaan slstem informasi dan dokumentasi.

(3) Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan
operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabatl, dan sarana
teknik, serta pengelolaan sistem inforrnasi dan dokumentasi.

(4) Seksi Pengawasan dan Penlndakan mempunyai tugas melakukan pengawas
dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karanti
hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.
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Pasal26

(1) I<elompok Jabatan Fungsiona! terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner,
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali
Organisme Penggangg~ Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang
terbagl dalam berbaoa: Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang
keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional
Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlskuen, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit
hewan karantina (HPHK);

b, melakukan pemantauan daerah sebar hPHK;
c. .melakukan pembuatan koleksi' HPHK;
d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Turnbuhan
mernpunyai tugas:
a. melakukan pemerlksaan, penqasinqan. pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pernbawa organisms
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);

b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
d. melakukan pengawasan keamanan hayatl nabatl;
e. melakukan kegiatan fungslonal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunya! tugas melakukan kegiat.an
fungsional sesuai dengan jabatan funqslona! masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh secranq
tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjui< oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban ker]a.

(3) Jenls dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur
berdasarkan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku.

Baglan Ketlga

Balai Karantlna Pertanlan Kalas II

Pasal28

(1) BKP Kelas II. terdiri darl;
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Karantina Hewan;
c. Seksi Karantlna iumbuhan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BKP Kelas " ada Ish seperti tercanturn pads lampln
sebagai bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan inl.

8



Pasal29

(1) Subbagian Tata usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha clan
rumah tangga.

(2) Seksl Karantina Hewan mempunyai tugas rnelakukan pemberian pelayanan
operasional karantina hewan, pengawasan kearnanan hayati hewani, dan
sarana teknik, serta pengelolaan slstern informasi dan dokumentasi, serta
pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

(3) Seksi Karantina Tumbuhan rnernpunyai tugas rnelakukan pemberian pelayanan
operaslonal karantina turnbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan
sarana teknik, serta pengeJolaan slstern inforrnasi dan dokumentasi, serta
pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di
bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal30

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner,
Jabatan Fungsional Pararnedlk Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang
terbagl dalam berbagai Kelornpok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang
keahlian rnaslnq-maslnq sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan yang
berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional
Paramedlk Veteriner mempunyal tug as:
a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit
hewan karantina (HPHK);

b. melakukan'pemantauan daerah sebar HPHK;
c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;
e. melakukan kegiatan (ungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Orqanisme Pengganggu Tumbuhan
./ mempunyal tugas:

a. melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,
penolakan, pemusnahan, dan oembebasan media pembawa organisms
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK):

b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTI<;
o. melakukan pembuatan koleksl OPTI<; ,
d. melakukan pengawasan keamanan hayaf nacatl; ,
e. melekukan keglatan fungslor~al lalnnya sesual dengan peraturan perulidang~

undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas rnelakukan kegiatan
fungsional sesuai dengan jabatan fungsional rnasing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 31

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Funqslonal dikcordinasikan oleh seorang
tanaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungslonal sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

80glan Kaempnt

Staslun Karantina Pertanian Kelas I

Pasal 32

(1) ·SKP Kelas I terdiri dari:
a. Urusan Tata Usaha;
b. Subseksi Pelayanan Operasional;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi SKP Kelas I adalah seperti tercantum pada lampiran IV
sebaqal bag ian yang tidak terpisah denqan Peraturan jni.

Pasal33

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tuqas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

(2) Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pembertan
pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan
keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan
sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan
karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner,
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali
Organlsme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang
terba9i dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang
keahhan maslng-masing sssual denqan ceraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veterlner clan Jabatan Fungsional
Paramedlk Veterlner mempunyal tug as:
a. melakukan pemerlksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa harna .penyakit
hewan karantina (HPHK);

b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
c. melakukan pembuatan koleks) HPHf<:
d. melakukan pengawasan kearnanan hayati hewani;
e. melakukan \(egiatan fungsiOnal lainnya sesuai denqan peraturan perun

undangan yang berlaku.
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Turnbuhan
mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan, pen~~asjngan, pengamatan, perlakuan, penahanan,

penotakan, pemusnahan, dan pernbebasan media pembawa organisme
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);

b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;
c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
d. melal<ukan pengawasan keamanan hayati nabati;
e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesual dengan peraturan peruncJang-

undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan
fungslonal sesual dengan jabatan fungslonal maslng-maslng berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinaslkan olen seorang
tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jurnlah tenaga fungsional set,agaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban ker]a,

P~lsal36

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundanp-undanqan yang berlaku.

Bagian Kelirna

Staslun Karantina Portanlan Kotas II

(1) SKP Kelas " terdiri dari:
a. Urusan Tata Usaha;
b. Petugas Pelayanan· Operasional;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi SKP Kelas II adalah seperti tercanturn pada lampiran V
sebagai bag Ian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

Pasal37

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penylapan bah an penyusunan
rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tan99a. '

(2) Petugas. Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pernberian
pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan
keamanan hayati hewani dan nabati, dan sarana teknlk, serta pengelolaan
slstem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan psnindakan
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan d~n
karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
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Pasal38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dart Jabatan Fungsional Medik Veteriner,
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendall
·Organlsme Pengg~)1ggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain, yang
terbagf dalam berbagai Kelornpok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang
keahlian masing-masing sesuai clengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional
Paramedik Veteriner mempunyai tug as:
a, melakukan pemeriksaan, penpasinqan, pengarnatan, perlakuan, penahanan,

penolakan, pemusnahan, clan pembebasan media pembawa hama penyaklt
hewan karantina (HPHK);

b. melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;
c. melakukan pembuatan koleksi HPHK;
d. melakukan pengawasan keamanan hayati hewanl;
e. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesual dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali iJrganisme Pengganggu Turnbuhan
mempunyai tugas:
a, melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penehanan,

penolakan, perousnehan, dan pembebasan media pembawa organisme
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);

b. melakukan pemantauan daerah sebar OPTK:
c. melakukan pembuatan koleksi OPTK;
d. melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;
e. melakukan kegiatan fungsionallainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Funqsional lainnya mempunyai tugas rnelakukan kegiatan
fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing··masing bercasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

i
I,
I

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang
tenaga fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditentukan
..- berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagairnana dimaksud pads ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku.

BAS '"
TATA KERJA

Pasal40

Delam melaksanakan tuqasnya, Kopala BBKP, Kopala BI<P Ketas I, Kepala BI<P
Kalas II, Kepala SKP Kelas I, Kepala Sf<P Kelas II, Kepala Ba~Jian, Kepala ~idang,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Subseksi, serta
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapi<an prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi rnasing-masing,
naupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pagal41

Setiap plmptnan BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SI<P Kelas I, dan SKP Kelas II
wajib. mengawasi pelaksanaan. tugas bawahannya masing-masing .dan bila terjadi
penyirnpanqan agar menqarnbll langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai. dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal42

Setiap pimpinan BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II
bertanggung jawab memlmpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan
memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal43

Setiap pimpinan satuan organisasi pada BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II,
SKP Kelas I, SKP Kelas II, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib rnengikuti,
mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal44

Setlap pimplnan satuan organisasl pada BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II,
SKP Kelas I, dan SKP Kelas II wajib rnenyampaikan laporan pelakssnaan tugasnya
kepada atasan maslng-maslng baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasa145

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan orqanisasi wallb
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebili lanjut, dan untuk
memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

_, Dsism menyampalkan laporan maslng-rnaslng kepada atasen, tembusan laporan
waJlb dlsampalkan kepada satuan organlsasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja ...

Pasal 47

Deism melaksanakan tugas ~setlap plmplnan satuan organisas! pade BBKP, BKP
Kelas I, BKP Kelas IL SKP Kalas I, dan SKP Kelas II wajib mengadal<an rapat berkala
delam rangka melakukan evaluasl pelaksanaan tug as dan pernberian bimbingan
kepada bawahan,
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BABIV

ESELONISASI

Pasal 48

(1) Kepala BBKP adalah jabatan struktural eselon Il.b.
(2) Kepala BKP Kelas I adalah jabatan struktural eselon lll.a.
(3) Kepala BKP Kelas II adalah jabatan struktural eselon III. b.
(4) Kepala SKP Kelas I adalah [abatan stuktural eselon IV.a.
(5) Kepala SKP Kelas II adalah jabatan stuktural eselon IV.b.
(6) Kepala Bagian dan Kepala Bideng pad a BBKP adalah jabatan struktural eselon

III b.
(7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BBI<P dan BI<P I<elas I adalah

jabatan struktural eselon IV.a.
(8) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BKP Kelas II adalah jabatan struktural

eselon IV.b.
(9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi paela SKP Kelas I adalah jabatan strukturat

eselon V.a.
(10) Kepala Urusan pada SKP Kelas II adalah jabatan struktural eselon V.a.

BABV

JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 49

(1) Sejak berlakunya Peraturan ini, [urnlah UPT Karantina Pertanian sebagai
berikut:
a. Jumlah BBKP sebanyak 5 (lima) lokasi.
b. Jumlah BKP Kelas I sebanyak 15 (lima betas) lokasl
c. Jumlah BKP Kelas II sebanyak ,11 (sebelas) lokasi.
d. Jumlah SKP Kelas I sebanyak 14 (empat belas) lokasi.
e.. ~ Jumlah SKP Kelas II sebanyak .~(lima) tokasl,

(2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja masing-rnasing UPT Karantina
Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran VI, larnpiran VII, lampiran VIII,
lampiran IX, dan lampiran X sebagai bag ian yang tidak terpisah dengan
Peraturan lnl.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 50

(3) Selain wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BBKP, BKP Kelas I,
BI<P Kelas II, SKP Kalas I, dan SKP Kelas II mempunyai wewenang melakukan
tlndakan karantina dl kawasan karantlna, dan tempat-tempat lainnya yang
clltetapkan berdaserkan peraturan pe,rundang·undangarl yang berlaku ..

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Karantina Pertanian menurut Peraturan ini
ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetuiu=»
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan a
negara.



Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan inl, maka Keputusan Menteri Pertanian Nemer
619/Kpt$/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Keria Balai Besar Karantina
Hewan, Keputusan Menteri Pertanian Nemer 548/Kpts/OT.140/9/2004 tentang
Organisasl dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan, Keputusan Menteri
Pertanian Nemer 618/Kpts/OT.140/12/2003, sebagalmana telah dlubah dengan
Keputusan Menterl Pertanlan Nemer 680JKpts/0T.140/11/2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Turnbuhan, dan Keputusan Menteri Pertarlian
547/Kpts/OT.140/9/2004. sebagalmana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nemor 679/Kpts/0T.140/11/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
dan Staslun Karantina Tumbuhan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal52

Peraturan Ini mutai bertaku pada tanggal ditetapkan, dan dltaksanakan secara efektif
sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali masing-masing pejabat struktural di
lingkungan BBKP, BKP Kelas I, BKP Kelas II, SKP Kelas I, dan SKP Kelas II,

di Jakarta'
, 3 N?:dl. .2008
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LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 2'2/p.e.trren1:ah/~I.l'4'O/.4/2008
TANGGAL :' 3' April '2'008

BAGAN STRUI<TUR ORGANISASI .,
BALAI SESAR KARANTINA PERT ANIAN

KEPALA --1

.__----~ IL_:UM
r ~I===---------~'----------~~~----~

Sub bag Ian ~bbaglan G]SUbbaSlan
Program egawnlan Keuangan

dan Evaluas Tata Usaha ~elengkapan

BIDANG
ARANTINA HEWAN

I
Ian
>n81
-Iewan

Soksl
Informasl dan
Sarane Teknlk

Karantlna Hewsn

J----c-----
[K~R_-_:.:~~~A~~:J

-I _J
_c- E__=}--"JSoksl Snksl

Pelayanan lnlormnal dan SatanQ
Op&raalonol Toknlk Knrllntlna

Karantlna Tumbuhun Tumbuhan
-----

[

81DANG;JPENGAWASAN
~AN PE~INDA'<A_~_

J
Scksl

PangAwasnn
dnn Ponlndnkan

Karantlr1" Tumbunan

Sellsl
pengawasan

don Penlndakan
Karantlna Hswan

, , I'M' ',mtl'l+1.J.1

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
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LAMPIRAN II PERATURAN MENTERl PERTANIAN
NOMOR : 22/Penre.ntan/OT.140IM2008
TANGGAL :' 3 ' 'AP1~il." 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I

KEPAL.A

r---::baglan ]
Tata Usaha _

Seksl
I{arantlna' Hewsn

- 1__ ;]--------"

Seksl Saksl
Pengawssan

Karantina Tumbuhan Dan Penlndakan

---,---

I

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

RI PERTANIAN,

APRIYANTONO
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LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/penrentan/ar.140/A'.f200B
TANGGAL :' 3 Apri.l 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II

- I -

_._- Subba
Tata U

......_
II

Seksl ~ s.Karantlna Hewan ntlna

. IfMmun~mllf . n· ....

glan
saha

ksl
Tumbuhan

G t(ELOMPOK ~
ATAN FUNGSIONAL .
n_wmmm.wwm .

1fl
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\
\
I
1
I
!

.. ',

I~
I.:
t·
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LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22/pP..nre.nt.:m/OT.140/~/2008
TANGGAL :' 3 lII)ril 2008

BAGAN STRUKTUR ORc;ANISASI
STASI UN KAHANTINA PERTANIAN I(ELAS I

[ KEPA~-;--l
--- -

I
, Urusan

Tata Usaha

---

"

...... ~
Kt:LOMPOK

JA~.~r.~~.~~~~.SIONAI.. ;

sUbseksDPelayanan
Operaslonal

APRIYANTONO

"
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LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 22!pe.nrentan/ar.14·o11/2.Q08.
TANGGAL :. 3 Ap:ril 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II

'--_ KEPALA J.
f------------,

Urusan
Tata Usaha

Petugas
Pelayanan Operaslonal

G;ll: -].<ELOMPOI<
ATAN r:UNGSIONAL .

1tlltt.tUtU1W.I1tttW.U1llU1l UUIit
\
I
l
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LAMPIRAN VI PERATLJRAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 22/Permentan/0T.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
8ALA,1 SESAR KARANTINA PER1-ANIAN (BBKP)

._---

NO NAMA TEM

(1) (2)

1 8BKP Surabaya Sumba
Provinsi

.._.
2 88KP Tanjung Priok Jakarta,

Provinsi

~,

3 BBKFl scekarno Hatta Tangor
Provlnsl

--
4 BBKP Belawan Belewa

Provlns

---._,

PAT I{EDUDUKAN

(3)
--------j--_._---------- -

_.__._---- -.-----~-----.-.---

---------- _ .......__._------

ya,
Jawa Timur

eng.
Banten

----_._-----.
n,
ISumatcra utara

WIL.AYAI-I KERJA

(4)

e, Bandar Udara;
- Juanda.
• Abdul Rahman Saleh.

b. Pelabuhan laut:
- Tanjung Perak.
- Gresik.
- Jangkar.
- Kalbut.
- Panarukan.
- Probolinggo.
- Sangkapura.
• Sedayu-Lamongan.

C. Pelabuhan Sungai:
• Kalirnas.
• Tanjung Wangi.

d. Pelabuhan Penysberanqan
Ketapang.

e. Kantor Pos Surabaya

a. Pelabuhan Laut:
a TanJung Priok.
a Sunda Ketapa.

b. Kantor Pos
- Bssar OK! Jakarta.
" Bogor.

a, Bandar Udara:
- Soekarno Hatta.
- Hallm Pardena KuslIma.

b. Kantor Pes Soekarno Hatta.

a. aanoar Udara;
- Blnaka.
• Plnang Sorl.
a Aek Godang.

b. Pelabuhan taut:
· Belawan,
- Sibo!ga.
a Gunung Sito!!.

I



.----...,......-----------r-.----.-.------.,...........-----

--

(1) (2)
---4------------

5 BBKP Makassar

(3)

Makassar,
Provinsl Sulawesi Selatan

(4)

a. Bandar Udara Hasanuddln.
b. PelabLltlan Laut;

- Soekarno Halts.
• Paolere.
- Bulukurnba.
• Malill·Seroai<o.
- Palopo.
• Siwa.
• Pelabuhan Pulau Sslayar.

c. Pelabuhan P~nyeberangan
Bajo E.

d. Kantor Pes Makassar.
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LAMPlf~AN VII PEr~ATURAN MENTERI PEF,TANIAN
NOMOR 22/Perrnentan/0T.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

NAMA, TEMPA'T KEDUDUI<AN DAN WILAYAH KERJA
SAl.AI KARANTINA PERTANIAN (BKP) KELAS I

------
NO NAM

(1) (2)

1 BI<P Kelas I D

-
2 BKP Kelas IS

3 BKP Kelas I Be

4 BKP Knlas I B
lampung

----
5 BKP Kelas I P

~

-----------

-----.-----
A TEMI;)AT KE

enpasar Denpasar,
Provinsi Bali

-----
emarang Semarang,

Provinsi Jawa 1

allkpapan Balixpapan,
Provinsl Kalima

----1----------
andar Bander l.arnpun

Provinsi Lampu

------l---------
ekanbaru Pekanbaru,

Provinsi Riau

,"_

DUDUKAN WILAYAH KERJA

) (4)

a. Bandar Udara Ngurah Ral.
b. Pelabuhan Laut:

• Benoa.
- Celukan Bawang.
" Padang Bal.

c. Pelabuhan penyeberangan
Gllimanuk.

d. Kantor Pos Denpasar.

-.. - --
a. Bandar Udata Ahmad Yani.

engah b. Pelabuhan Laut:
- Tanjung Emas.
• Tegal.
• Yuwana.

c. Kantor Pos Semarang,

a. Bander Udara Seplnggan.
ntan Timur b. Pelabuhan Laut:

- Semayang, Balikpapan.
• Pondang.
- Kampung Saru.

c. Pelabuhan penyeberangan
Karingau.

d. Kantor Pos Balikpapan.

---
9, a. Bandar Udara Raden Intan II.

ng b. Pelabuhan Laut Panjang.
c. Pelabuhan Penyeberangan

Bakauheni.
d. Kantor Pos Sandar Lampung.

--
a. Bandar Udara Sultan Syarief

Kasim 11,Pinang Kampai.
b. Pelabuhan Laut;

• Bagan Siapl-Api.
- Selat Panjang,
• 8engkalls.
• Dumai. ,
• Tembilahan.
- Kuala Enok.
- Kuala Gaung.
- Rumbal.

c. Pelabuhan Sungai;
• Siak Sri Indrapura.
- Sun gal Guntung.
- Sungal Paknlng.
- TanJung Buton.
~Sungal Duku/Pekanbaru.

d. Kantor Pos Pekanbaru.

------

(3
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r-- ._-

(1) (2)
-

6 BKP Kelas I Ponti a

----- -...~----------
7 BKP Kelas I Kupan

..
8 BKP Kelas I Banjar

f--- -

9 BKP Kelas I Matar

10 BKP Kelas I Mana

'-----
L_ ..._____________

nak Pontlanak,
Provinsi Kalil

9 Kupang, Pro
Tenggara Tim

masin Banjarmasin
Provinsi Kali

am Mataram,
Provinsi Nus

do Manado,
Provinsi Sula

----
(3) (4)

-

a, Bandar Udara:
nantan Sarat - Supadio.

~ Rahadi Usman-Ketapang,
b. Pelabuhan laut:

- Dwikora, Pontianak.
- Sintete,
• Kendawangan, Ketapang.
- Pemangkat.
- Sambas.

c. Kantor Pes Pontianak.

--
vinsi Nusa a. Bandar Udara:

ur - Eltari-Kupang.
- Mau Hau-Waingapu.
- Tambulaka.

b. Pelabuhan Laut:
- Tenau.
- Waingapu-Sumba.
-Wini.
~Seba.
~Atapupu-Selu.
- Kalabahi.
- Waikelo.
- Baa-Rote,
- Pantar Alar

c. Pelabuhan penyeberangan
Bolak.

d. Pas Perbatasan Mataain,
Metameek, Napan.

e. Kantor Pos Kupang.

--
, a. Bandar Udara Syamsudin
mantan Selatan Noor.

b.Pelabuhan Laut:
- Trisakti. •
- Batullcin.
- Stagen, Kota Baru.
- Paqatan.

c. Kantor Pas Banjarmasin.

a. Bandar Udara Selaparang.
a Tenggara Barat b. Pelabuhan Laut:

- Lembar.
- Pelabuhan Penyebrangan

Lembok/Kayangan.
- Labuhan Haji.
- Tanjung Luar.

c. Kantor Pas Matararn.

a.Bandar Udara: Sam Ralulangi.
wesi Utara b.Pelabuhan Laut:

• Bitung.
- Manado.
- Labuhan Uki.
- Tahuna.
• Melanguare.

C. Kantor Pos Manado.

-----
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r----,-------- ---------------,--- -,

(1) (2) (3) (4)
l---l------------I----·------------+----------...J'----~

11 BKP Kelas I Padang Padang,
Provinsi Sumatera Barat

a. Bandar Udara Minangkabau.
b. Pelabuhan Laut Teluk Bayur.
c. Kantor Pos Padang.

12

f-----------------I----------.-------I-----------------j
BKP Kelas I Jayapura Jayapura,

Provinsi Papua
a. Bandar Udara:

• Sentanl.
• Serul.
- Frans Kalslepo.

b. Pelabuhan Laut:
• Jayapura.
• Serui.

c. Pos Perbatasan Skow.
d. Kantor Pos Jayapura.

~-~----------------+----------.---------+---------------~
13 BKP Kelas I Pah~mbang Palembang,

Provinsi Sumatera Selatan
a. Bandar Udara Sultan Mahmud

Badarudln II
b. Pelabuhan Sungai:

• Boom Baru.
• Tangga Buntung.
• Lais.

c. Kantor Pos Palembang.

BKP Kelas I Jarnbl
---------+--------------------~----------------~

14 Jarnbi,
Provinsi Jambi

a. Bandar Udara Sultan Taha.
b. Pelabuhan Laut:

• Kuala Tungkal.
• Muara Saba.

c. Pelabuhan Sungai Talang
Duku.

d.Kantor Pos Jambi.
--------------------- -------------------1---------------1

_'

15 BI(P Kelas I Satam satam.
Provinsi Kepulauan Riau

a. Bandar Udara Hang Nadim.
b. Pelabuhan Laut:

• Sekupang.
• 8atu Ampar.
- Kabll.
- Batam Center.
- Telaga Punggur.

c. Kantor Pos Salam.

~ __ ~ .L_ _L ~
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LAMPIRAN VIII PERATLJRAN MENTER I PERTANIAN
NOMOR 22/Perrnentan/0T.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

.. NAMA, TEMPAT KEDLJDUKAN DAN WILAYAH KERJA
BALAI KARANTINA PERTANIAN (8.KP) KELAS II

-----
NO NAMA ~. TEMPAT KEDU

(1) (2) (3)

1 BKP Kelas II Medan Medan,
Provlnsl Sumatera Ut

- -- ---
2 BKP Kelas II Tanjungpinang,

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan

-------
3 BKP Kelas II Ternate Ternate,

Provinsi Maluku Utar

- f----.- ..-------..--

4 SKP Kelas II Kendari Kendarl.
Provlnsi Sulawesi Te

-

-_.- ----------
5 BKP Kelas II Pangkal l:langl<al Pinang,

Pinang Provlnsl Ban9ka Beli

- -------_ .._-'----

DUKAN WILAYAH KERJA

(4)

a. Bander Udara Polon!a.
ara b. Pelabut1an Laut:

- pangkalan Brandan.
- Pangkalan Susu.

c. Kantor Pos Medan.

a. Bandar Udara Sultan 8abullah.
a b. Pelabuhan Leut:

- Ahmad Yanl, Ternate.
- Morotai.
- Bacan.
- Sanana.
- Tobelo.

c. xantor Pos Ternate.

----~---------.•-~.--------------.

-----+-....-

Riau

nggara

tung

a. Bandar Udara Raja Haji
Fisabilillah,

b. Pelabuhan Laut:
- Sri Sinian Pura.
- Pelabuhan Kijang.
- Sri Payung Balli Enarr;
- TCinjung Uban.
- Lagoi.
- Pulau Bulan.
- Pelantar II.

C. Kantor Pas Tanjung Pinang.

a. Bandar Udara Wolter
Mongonsidi.

b. Pelabuhan Lau!:
- Kendar!.
- Bau-bau.
- Pornala.
- Tobaku.
- Raha, Muna.
- Wanel, Buton.
- Boe Pinang, Bombana.

e. Pelabuhan Penysberanqan
Kolaka.

(J. Kantor Pos I<endari.

Ct. Bandar Udara:
- Depati Arnir.
- Has Hana(jjudin.

b. Pelabuhan Laut:
- Pangkal Salam.
- Muntok.
- Tanjung Padan-Selilung.
- Panjangnya-Belitung.
- Manggar-Belitung.

c. Pelabullan Sungai Selan.
d. Kantor Pos Pangkal Pinang.



,..----- ----------_---------_._--- --_._-_._------------_.,-------
(1 ) (2) (3) (4)

f---...- --------------------- ---------------------\-- _

6

7

8

Bf<P Kelas II Tarakan

BKP Kelas II Cilegon

Bf<P Kelas 11Yoqyakarta

Tarakan,
Provinsi l<alimantan Tlrnur

a. Bandar Udara Juwata, Long
Bawang,

b. Pelabuhan Laut:
• Malindung,
- Nunukan,
- Sebatik.
• TanJung setor.
- TanJung Redep.
• Bunyu,

c. Kantor Pos Tarakan.

Cilegon,
Provlnsi Banten

----------------.-+--------.-------i
a. Pelabuhan Laut:

- Clwandan.
- CiQadlng.
- BOJanegara, Merak Mas,

b. Pelabuhan Penyeberangan
Marak.

c. Kantor Pos Serang,

Yogyakarta,
Provinsi 0.1 Yogyakarta

a, Bandar Udara:
- Adi Suc!pto.
- Ad! Sumarmo.

b.Kantor Pas:
- Yogyakarta.
- soro

c. Terminal Petl Kernas
Jebres, Solo.

----1-----,------.--- -..--------- ..----1-------------1
9

10

BKP Kelas II
Palangkaraya

BKP Kelas II Palu

--1-._--------
11 Bl<P Kelas II Goronlalo

-------------4---~--~-----~

Palangkaraya,
Provinsi Kalimantan Tengah

Palu,
Provlnsl Sulawesi Tengah

a. Bandar Udara:
-Tjilik Riwut.
- Ha] Hasan-Sampit.
- Iskandar-Pangkalan Bun.

b. Pelabuhan Laul:
- PalanQkaraya.
• Samplt.
- Panglima Utar Kumai-

Pangkalan Bun.
• Sukamara.
• Seruyan.

c. Kantor Pos Palangkaraya.

a. Bandar ucara:
• Mutlara.
- Luwuk.

b. Pelabuhan Laut:
- Pantoloan,
- Toll-Tell,
• Luwuk Banggai.
• Donggala.
- Pagimana.

c. Kantor Pos Palu.

Gorontalo,
Provinsi Gorontalo

-----------_._---+-

---- --------------------- -, -------- ---
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a. Bandar Udara Jaletuddin.
b. Pelabuhan Laut:

- Gorontalo.
- Kwandang.
- Anggrek.
• Bualemo.

c. Kantor Pos Gorontalo.

MENTERI PERTANIAN,
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LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 22/Permentan/0T.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

NAMA, TEMPAT I.(EDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
STASIUN KARANTINA PERTANIAN (SKP) KELAS I-_.._'----------_._----'---------,-----------...,

NO NAMA TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
~--~-.-----------------------.-,-------------_r-------------------~

(2) (3) (4)1-----4------_._--_.- -------------,+---------------~(1)

SKP Kalas I Biak Blak,
Provlnsl Papua

a.Bander Udera Frans Kelslepo.
b.Pelabuhan Laut;

• Siak.
o Serul.
• Nablre.
- Suplorl.

c. Kantor Pas Blak.

2 SKP Kelas I Entll<ong Entll<ong, '
Provlnsi Kalimantan Barat

a. Pas Pemerlksaan Lintas
Batas: '
• Entlkong.
- Nangabadau, Senanlng.
• Sajlngan.
• Aruk.

b. Pos Lfntas Batas Jagoibabang
--- ------------------.----.------+ ....--.----,--------i

3 SKP Kelas I Tanjung
Balai Asahan

Tanjung Balai Asahan,
Provinsi Surnatera Utara

a. Pelabuhan Laut:
- Taluk Nibung.
-Kuala Tanj'ung,
- TanJung Tram.
-TanJung Elang.

i--·--f--------,-·----,-----·-------·-·-1----------------!
4 SKI:) Kelas I Cllacap Cilacap.

Provinsi Jawa Tengah
a. Bandar Udara Tunggul

Wulung.
b. Pelabuhan Laut Tanjung Intan.

-.-.-----,---- ..---- .---.--------,-----1---------------;
SKP f<elas I Sumbawa
Besar

Sumbawa Besar,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

a, Bandar Udara:
- M,Salahudin.
• Brang Bljl.

b. Pelabuhan t.aut :
- Badas.
• Blma,
- Sorodumpu,
- Alas.
- Benate.

c. Palabuhan Penyeberangan
Sape.

--- i-·-------·---- r--------·--------I-··--,.---------t
SKP Kelas I Banda Aceh Banda Aceh.

Provinsi Nanqqroe Aceh
Darussalam

6 a. Bandar Udara Sultan Iskandar
Muda, Malikul Saleh, Maimun
Saleh.

b. Pelabuhan Laut:
• Meulaboh.
- Sinabang,
- Malahayati.
- Lhokseumawe.
- Sabang.

c. Kantor Pos Banda Aceh.
--7 ----sf<P ..'<elasTSorOi19--- ·~;orong-,-----,

Provinsi Papua Barat
a. Bandar Udara;

- Dominie Edward Osok
• Torea, Fakfak.

b. Pelabuhan Laut:
- Sorong.
- Fak-Fak .
• Kaimana.
- Kokas.

c. Kantor Pas Sarong.
____ • . • • ,_, ,.,.J..-__ .:....__ ....._ ___'
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_._ ,----------_. __ ._----- ._.__.__._-_ .....------------ .---.----~-
(1) {2} (3) (4)

- --------
8 SKP Kelas I Sarnarinda Sarnarinda, a. Bandar Udara Temlndung.

Provinsi I<alimantan Timur b. Pelabuhan Laut:
- Bontang.

.. - Sangata .
c. Pelabuhan Sungai Samarinda.
d. Kantor Pos Samarlnda.

-------
9 SKP Kelas I Ambon Ambon, a. Bander Udara Patlmure.

Provlnsl Maluku b. Pelabuhan Laut:~
- Yos Sudarso, Ambon.
- Pulau Buru.
- Tual.

c. Kantor Pos Ambon,
1------ -------- ..----1--._-------_ ...

10 SI(P Kolas I Bengl<ulu Bengkulu. a. Bandar Udara Fatmawati
Provinsi Bengkulu sukarno.

b. Pelabuhan Laut Pulau Baai.
c. Kantor Pos Bengkulu.

1-----. .-.~----.----.---------...-- -------_._------1-'
11 SI<P Kelas I Tlrnika Timika, a, Bandar Udara Moses Kilangin,

Provinsi Papua b.Pelabuhan Laut:
- Amamapare.
- Paumako.

r------. --- I--.

12 SKP Kelas I Merauke Merauke, a, Bandar Udara Mopah,
Provinsi Papua b. Pelabuhan Laut:

- Marauke.
- Asikle.

c. Pos Llntas Batas seta.
r-'

13 SKP Kalas I Bandung Banclung, a. Bandar Udara Huseln
Provinsi Jawa Barat Sastranegara.

b. Pelabuhan Laut Cirebon.
c. Terminal Petl Kemas

Gedebage.
d. Kantor Pos Bandung,

--
14 SKP Kalas I Pare-Pam Pare-Pare, a. Bandar Udara:

Provinsi Sulawesi Selatan - Pongtlku.
- Andl Jemah.

b. Pelabuhan Laut:
- Nusantara, Pare-Pare,
- Awerange.
- Cappa Ulung,

-

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANi'ONO
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LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 22/Permentan/0T.140/4/2008
TANGGAL : 3 April 2008

NAMA, TEMPAT ~(EDUDUI<AN DAN WILAYAH KERJA
STASIUN KARANTINA PERTANIAN (SKP) KELAS 11

~--~-----------------.~..------------------~--------------------~
NO

SKP Kelas II Bangkalan

Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat

WILAYAH KERJANAMA TEMPAT KEDUDUKAN

(1) (2) (3) (4)----------.-------------~-.--------~--------_r----------~--------~
SKP Kelas II Tanjung
Balai Karimun

Tanjung Balai Karimun,
Provinsl Kepulauan Rlau

a. Pelabuhan Udara Sel Batl.
b. Pelabuhan Laut:

- TanJung Balai Karimun.
- TanJung Batu.
- Moro.
- Parltrapok.

c. Kantor Pos Tanjung Balai
Karimun.

2 SKP Kelas II Ende Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

a.Bandar Udara:
- Wei Oti, Maumere.
- Satar Taclk, Ruteng.
- Hasan Aburusman, Ende.

b.Pelabuhan Laut:
- Reo.
- Marapokot.
- Maumere.
- Larantuka.
- Maumbawa.
-Ip) Ende.
- Aimere.
- Lembata.

c.Pelabuhan Penyeberangan
Labuhan Bajo.

SKP Kelas II Mamuju a. Ban dar Udara Tampa Padang.
b. Pelaouhan Laut:

- Mamuju.
- Pasang Kayu.
- Majene.
- Polewall Mandar.

c.Kantor Pos Mamuju.

~'---I-----------------------------------------4----------~-------~~
SI(P Kelas II Manol<wari Manokwari,

Provinsi Pspua Barat
4 a. Bandar Udara Rendani.

b. Pelabuhan Laut:
- Manokwari.
- Bintunl.

C. Kantor Pos Manokwari.
1 1 f-.-----------,----f---------------1

Bangkalan,
Provinsi Jawa Timur.

5 a. Pelabuhan Laut:
- Telaga Biru.
• Brants.
- Napa.
- Kallanget.
- Sapudl.
• Kangaan.

b. Pelabuhan Penyeberangan
Kamal.

~--~--------------------~-------------------~-----------------~
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